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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ESIDOARJ O

NOMOR : 188/ 33 /438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM LINTAS SEKTOR OPTIMALISASI
PEMANFAATAN DATA DAN LAYANAN KEPENDUDUK
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

|
BUPATI SIDOARJO,

a. bahwa dalam rangka optimalisasi kemudahan

pemanfaatan data ‘kependudukan untuk pelayanan
publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran,
pembangunan dembkrasi, penegakan hukum, dan
pencegahan kriminal, perlu diatur secara teknis,
terkoordinasi dan terpola antar unsur pimpinan daerah
di Kabupaten Sidoarjo;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Lintas Sektor
Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Layanan
Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran
2022 dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesxa Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah  Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara | Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentar‘lg Perubahan atas Undang-undang
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Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nc?mor 5475);
. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undagan
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indnesia Nomor 6398);
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones1a Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah
diubah dengan Undang—Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara ‘Repubhk Indonesia Tahun 2019
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6354);
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita | Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pelayanan ‘Admlmstas1 Kependudukan secara
Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 152); |
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102
Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administasi
Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo ‘Tahun 2008 Nomor 1 Seri C,
Tambahan Lembarap Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 58), sebagaiana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 20135 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penyelenggax}'aan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 58);

11. Peraturan Daerah ‘Kabupaten Sidoarjo Nomor 5
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo 'I“hhun 2021 Nomor 4 Seri A);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 99 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 99);

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kajlbupaten Sidoarjo (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 102);

MEMUTUS‘KAN:

: Tim Lintas Sektor Optimalisasi Pemanfaatan Data dan

Layanan Kependudukan di Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2022.

Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu,
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana ‘ dimaksud diktum kesatu adalah
mengkoordinasikan optimalisasi pemanfaatan data dan

layanan kependudukan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum

ketiga, kepada Tim yang bdrtindak sebagai Pengarah dan Wakil

Ketua II diberikan honorarium perbulan dengan rincian

sebagai berikut:

a. Pengarah, masing-masi‘ng sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta
lima ratus ribu rupiah) ;

b. Wakil Ketua II, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima
puluh ribu rupiah).

Membebankan biaya honorarium sebagaimana dimaksud
diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

\



KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Junuan 2022

[ MUHDLOR
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/28 /438.1.1.3/ 2022
TANGGAL : 24 Jonuaq 2022

SUSUNAN TIM LINTAS SEKTOR

PEMANFAATAN DATA DAN LAYANAN KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

. Pengarah I

Pengarah II
Pengarah III
Pengarah IV
Pengarah V

. Ketua

. Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

. Sekretaris |

Sekretaris 11

Anggota

Bupati Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo.

Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil

Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sidoarjo.

4 (empat) Orang Administrator Data Base
Kependudukan Ahli Muda pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sidoarjo.

XD MUHDLOR



